BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN
Bahwa di antara 15 responden dalam penelitian ini berpendapat

bahwa dalam transaks: lerapeutik antara dokter dengan pasien
terdapatl hubungan hukum hanyalah 11 crang responden (73,3%),
sedangkan 20 (13.35%) diantaranya inenyatakan bahwa tidak ada
hubungan hukum dan 2 (13,38%) orang responden  sisanya
menyatakan tidak tahu
Berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan responden
memiliki korelas: dengan perscpsi responden penhal aspek hukum
dalam transaksi terapeutik, yakni
1 Responden yang memiliki latar belakang tingkat pendidikan D3
s/d S-1 ke atas memahami bahwa dalam transaksi terapeutik
terdapat hubungan hukum vyang sifat perikatan  hukumnya
penanjian upaya, dan hubungan hukum dalam transaksi terapeutik
dimulal sejak pasien mendaftarkan din secara administratiil ke RS
(33,3%)
Menganar berakhirnya hubungan hukum dalam  transaksi
terapeutik, masing masing responden memiiiki pandangan yang

berbeda-beda, namun responden tidak memiliki pemahanan



bahwa hubungan hukum dalam transaksi terapeutik dapat
berakhir manakala pasien sembuh atau pasien sudah tidak lagi
memeriukan penanganan dokler, pasien meninggal dunia, alau
dokter telan selesal melaksanakan kewajibannya atau meninggal

dunia

Terkait dengan hak-hak serta kewajiban pasien dan dokter
dapat disimpulkan ‘Bahwa -masing masing-iesponden meamuiliki
pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Perseps! bahwa
dokter berhak atas imbalan |asa/honerarium dipaham secara
mutiak {100%) eleh responden. Namun mengenai hak-hak dokter

lainnya, responden tidak mengetahuinya

Sedangkan persepsi responden dari lima klausul kewajban-
kewajlban dokter sebagaimana telah diatur dalam UUFPK, dua
kKlausul kewajiban berhasil dieksplorasi dan secara penuh,
Sedangkan tiga klausul kewapban-kewajiban dokter yang lamn
belum dimengerti dan dpahami responden, yakni @ kiausul
kewajiban untuk merujuk pasien ke dokler ataw dokter gigi lain
yvang mempunyal keahlian atau kemampuan yang lebih baik
apabila tdak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau
pengobatan: dan kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu

yang diketahuinya tentang pasien.

2 Semua responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMU

memiliki pemahaman bahwa dalam transaksi terapeutk terdapat
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hubungan hukum (100%) yang bersifat perikatan upaya/perjanjian
berusaha (50%) atau penkatan hasil (25%) atau perkalan upaya

maupun hasil/keduanya (25%).

Perihal sejak kapan hubungan hukum tersebut teradi ada
beberapa pendapat, yakni - sejak pasien mendaftarkan diri secara
adminustratif (25%) dan berakhimya hubungan hukum dalam
transaksi lerapoutik responden memiliki-pendapat yang berbeda-

beda.

Terkait dengan hak-hak dan kewajban pasien dan dokter
responden tidak memiliki pemahaman yang merata, terstruktur dan
menyeluruh perihal hak hak pasien. Namun terkait dengan hak—hak
dokter, responden memahami  hak dokter  atas imbalan
jasafhonoranum secara 100%

Respanden yang memiliki latar belakang strata pendidikan
setirgkat pendidikan dasar ke bawah (SMP ke bawah) memilk
pemahaman/pendapal tentang adanya hubungan hukum transaksi
terapeutik terdapat hubungan hukum (50%)  dalam transaks:
terapeutik tidak terdapat hubungan hukum (25%) dan  25%

responden menyatakan tidak tahu

Perihal sejak kapan hubungan hukum  dalam  transaksi
terapeutik terjadi responden memiliki pandangan yang berbeda

beda.
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Mengenal hak-hak dan kewajiban pasien dan dokler yang
dipahami responden berdasarkan UUPK, respanden tidak memilki
pemahaman secara merata, terstrukiur dan menyeluruh perihal
kewajihan-kewajiban pasien. Namun semua kewajiban-kewajiban
pasein sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 UUPK lelah
berhasit dieksplorasi dan dipahami oleh responden dengan
prosentase sebagai benkit . kewajban untuk  memberikan
informasi yang lengkap dan jujur lentang masalah kesehatannya
sebanyak 12.5%, kewajiban untuk mematuhi nasihat dan petunjuk
dokter atau dokter gigi sebanyak 45% kewajiban untuk mematuhi
ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan sebanyak
87 8% dan kewajban untuk memberikan umbalan jasa atas

pelayanan yang diterima sebanyak 87,5%

Mengenar hak-hak dokter, responden berpendapat sama
yakni . hak memperoleh—herorarium (100%), hak untuk
memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan fugas
sesual dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
sebanyak 12 5% hak untuk memberikan pelayanan medis menurut
standar profesi dan standar prosedur operasional tidak satupun
responden yang memahami (0%), hak untuk memperoleh informasi
yang lengkap dan jujur dan pasien atau keluarganya sebanyak

37.5%:
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lerakhir menyangkut kewajiban dokter, responden tidak
memiliki pemahaman secara merata, terstruktur dan menyeluruh
perihal  kewajban-kewajiban dokler namun dan § klausul
kewajiban-kewajiban dokter sebagaimana lelah diatur dalam Pasal
51 UUPK hanya dua klausul kewapban yang telah berhasil
dicksplorasi dan dipahami oleh responden meski hidak secara

penuh.

Sedangkan masih ada 4 klausul kewajban kewajiban dokter
yang lain belum dimengerti dan dipaharm responden, yakni klausul.
kewajiban untuk merujuk pasien ke dokler atau dokter gigi lain yang
mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila hidak
mampu melakukan suaty pemeriksaan atau pengobatan, kewajiban
untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang
pasian, bahkan juga setelah pasien tu meninggal dunia, kewajiban
untuk menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembanocan

imu kedokteran atau kedekteran gig.

B. SARAN
Uari kesimpulan di atas, saran yang hendak diajukan penulis
adalah sebagal berikut
1 Diperlukan program-program sosialisasi hukum kesehatan bagi
masyarakat untuk menumbuhkan pengetahuan, pemahaman sena

kesadaran hukum masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan.
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2 Mensikapi kondisi perseps) pasien lerhadap aspek hukum dalam
transaksi terapeutik yang masih rendah, maka penyelenggara jasa
pelayanan kesehatan diharapkan membual standar operasional
prosedur pelayanan kesehatan yang berbasis hukum sebagai
jaminan perlindungan hukum bag) pasien dan dokter,

3. Bagi pemernntah khususnya kementrnian maupun dinas kesehatan
membuat peraturan bagi penyelenggara jasa pelayanan kesehatan
untuk menyediakan media-media edukasi hukum bagt pasien,
keluarga maupun masyarakat umum tentang ketentuan-ketentuan
hukurmn dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang

mudah diakses baq) pasien. keluarga maupun masyarakat umum.
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